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Keuangan Daerah sangat penting terutama bagi penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah, salah satu
Sumber Pendapatan Daerah adal ah Pajak Pembangunan I. Untuk bisa menjadikan Pgjak Pembangunan |
sebagai Sumber Pendapatan Daerah yang potensial, perlu peningkatan efektifitas dalam pengel olaannya.
<br><br>

Pemilihan Jakarta Selatan sebagai daerah penelitian karena merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan
obyek pajak (P.Pb ) relatif lebih tinggi dibanding dengan K otamadya-kotamadya di Jakarta. Sebagai
gambaran, data tahun 1992/1993 jumlah jenis usaha tersebut berjumlah 384 buah yang terdiri dari hotel,
motel, losmen, wisma, pondok wisata, hotel, apartemen, cafetaria, coffee shop, tahun 199319/94 berjumlah
470 (naik 15 %) dan tahun 1994/1995 berjumlah 442 buah (sumber KPDE).

<br><br>

Melihat potensi yang ada, selanjutnya sgjauhmana Suku Dinas Pendapatan Daerah bisa mengefektifkan
administrasi penerimaan Pajak Pembangunan | itu yang terdiri dari : 1). Penentuan Wajib Pajak 2).
Penetapan Nilai Kena Pgjak, 3). Pemungutan Pajak, 4). Pembukuan, dan 5). Penegakkan Sistem Pajak
Pembangunan | dan bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak terhadap P.PB 1.

<br><br>

Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus dengan tipe Deskriptif. Teknik pengambilan sample
yang dipergunakan teknik Probability Sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel penelitian dengan cara Proportionate Stratified Random Sampling
untuk memperoleh sample dani populasi yang anggotal unsurnya heterogen dan berstrata secara
proporsional.

<br><br>

Pajak Pembangunan | berlandaskan pada Perda DK Jakarta No. 9 tahun 1977. Sistem Self Assessment yang
menganut 3 (tiga) cara pemungutan, seperti : Setor Tunai (Contante Storting) yang nilai pajaknya ditetapkan
sebesar 10 % dari penerimaan ; Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang nilai pagjaknya ditetapkan oleh petugas ;
dan Materai Pembangunan (MP) dikenakan Rp. 500 - Rp. 1.000;

<br><br>

Dari penelitian ini diperoleh data bahwa setiap tahun realisasi penerimaan Pajak Pembangunan | telah
melampaui target yang telah direncanakan, hal ini terjadi karena pesatnya pertumbuhan rumah-rumah makan
dan rumah-rumah penginapan sebagai subyek Pajak Pembangunan |. Namun besarnya angka tunggakan juga
mengindikasikan belum efektifnya penerimaan Pajak Pembangunan |, hat ini karena rendahnya kuantitas
dan kualitas sumberdaya manusi a serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada; lemahnya peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pgjak Pembangunan |, dan kurangnya kesadaran
pengusaha terhadap kewajibannya membayar pajak.

<br><br>
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Untuk mengatasi kondis seperti itu, berbagal upayatelah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melaui Suku
Dinas-suku Dinasnya diwilayah masing-masing, antara lain dengan pengikutsertaan petugas pajak dalam
kegiatan pendidikan baik formal maupun informal, pelatihan-pelatihan khusus, kursus-kursus kilat dan
seminar-seminar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada; koordinasi
dengan instansi-instansi terkait; dan senantiasa mengkaji ulang keberadaan peraturan perundang-undangan
yang ada untuk bisa mengantisipasi kemajuan dan perkembangan permasalahan seiring dengan berjalannya
waktu.



